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ABSTRACT

This study maps publication growth, thematic structure, temporal patterns, and collaboration
in research on Al governance and algorithmic accountability in public administration. It
analyzes 6,088 publications retrieved from Dimensions for 2017-2026 using a structured
Boolean query; the bibliographic metadata were exported on 15 September 2026. VOSviewer
was used to examine annual publication counts, text-term co-occurrence from titles and
abstracts, overlay patterns, and co-authorship among authors, organizations, and countries.
For the text map, a threshold of 30 occurrences yielded 483 terms, from which 290 were selected
using the 60% most-relevant-terms option and binary counting. The dataset shows the highest
publication counts in 2025 and 2026, with 2026 representing a partial year. The text-term map
links public administration and the public sector with algorithmic accountability, human
oversight, regulation, auditing, privacy, ethics, algorithmic bias, and public trust. The findings
portray a multidimensional field connecting technological, legal, institutional, ethical, and
societal concerns, while identifying themes that warrant further substantive and empirical
study.

Keywords: Al Governance; Algorithmic Accountability; Bibliometric Analysis; Human
Oversight; Public Sector; Public Administration

ABSTRAK

Penelitian ini memetakan perkembangan publikasi, struktur tema, pola temporal, dan kolaborasi
dalam kajian tata kelola Al dan akuntabilitas algoritmik di administrasi publik. Analisis
mencakup 6.088 publikasi dari Dimensions periode 2017-2026 yang diidentifikasi melalui
Boolean query terstruktur, metadata bibliografis diekspor pada 15 September 2026. VOSviewer
digunakan untuk menganalisis jumlah publikasi tahunan, co-occurrence istilah dari teks judul
dan abstrak, pola overlay, serta co-authorship penulis, organisasi, dan negara. Pada peta teks,
ambang 30 kemunculan menghasilkan 483 istilah, 290 istilah dipilih melalui opsi 60% istilah
paling relevan dengan binary counting. Jumlah publikasi tertinggi dalam dataset tercatat pada
2025 dan 2026, dengan 2026 sebagai tahun parsial. Peta istilah menghubungkan administrasi
publik dan sektor publik dengan akuntabilitas algoritmik, pengawasan manusia, regulasi, audit,
privasi, etika, bias algoritmik, dan kepercayaan publik. Temuan menunjukkan bidang
multidimensi yang menghubungkan aspek teknologi, hukum, kelembagaan, etika, dan
masyarakat serta mengidentifikasi tema yang perlu diteliti lebih lanjut.

Kata Kunci: Tata Kelola Al; Akuntabilitas Algoritmik; Analisis Bibliometrik; Pengawasan
Manusia; Sektor Publik; Administrasi Publik
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PENDAHULUAN

Perkembangan artificial intelligence (Al) telah mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan,
menyediakan layanan publik, mengelola data, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam administrasi
publik, perkembangan tersebut mendorong pergeseran dari digitalisasi prosedural menuju tata kelola yang
semakin bergantung pada sistem algoritmik. Al governance kemudian berkembang sebagai kerangka yang
tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup prinsip, kebijakan, mekanisme
kelembagaan, norma etika, dan pengaturan teknis yang mengarahkan perumusan, pengembangan,
implementasi, evaluasi, serta pertanggungjawaban sistem Al di sektor publik (Baruch & Sanchez, 2021;
Bravo, 2020; Merino, 2023; OECD/CAF, 2024; Rivera-Ulloa & Vegas-Meléndez, 2023). Perkembangan
tersebut ditandai oleh munculnya gubernanza publica algoritmica yang menempatkan algoritma sebagai
bagian dari proses tata kelola publik sekaligus memunculkan persoalan mengenai prediktabilitas,
transparansi, perlindungan hak fundamental, dan akuntabilitas (Baruch & Sanchez, 2021; Garcia, 2024).
Oleh sebab itu, prinsip hak asasi manusia, martabat, non diskriminasi, transparansi, explainability,
akuntabilitas, dan pengawasan manusia menjadi elemen penting dalam desain serta implementasi Al publik
(Anguita et al., 2023; Bravo, 2020; MAVIL, 2023; Vallé, 2021).

Perkembangan Al dalam administrasi publik juga perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi
digital yang melibatkan teknologi, organisasi, manusia, data, regulasi, dan masyarakat. Dalam konteks
Indonesia, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam pemerintahan
berkaitan dengan efektivitas pelayanan, kesiapan operasional, kapasitas aparatur, serta kemampuan
organisasi mengelola sistem digital. (Harahap & Nursyafniati, 2026), misalnya, menunjukkan bahwa
integrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik membutuhkan dukungan kualitas data, sumber daya
manusia, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Permasalahan akurasi data dan keterbatasan kapasitas
aparatur dapat memengaruhi kualitas serta efektivitas pelayanan digital.

Penelitian (Harahap, 2022) juga memperlihatkan bahwa sistem pengaduan digital seperti SP4N-
LAPOR merupakan instrumen transparansi dan partisipasi publik, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh
kemampuan masyarakat beradaptasi dengan sistem digital serta ketersediaan akses teknologi. Sementara
itu, kajian mengenai transformasi sumber daya manusia protokol pemerintahan menunjukkan bahwa
komunikasi digital dan Al semakin terkait dengan perubahan kapasitas aparatur dalam lingkungan
pemerintahan. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan teknologi pemerintahan tidak hanya
ditentukan oleh kemampuan teknis sistem, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan manusia yang
mengoperasikannya.

Tata kelola Al juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademia,
dan organisasi masyarakat sipil karena pengembangan dan penggunaan Al publik tidak berlangsung hanya
dalam batas organisasi pemerintah (Bravo, 2020; MAVIL, 2023; Rivera-Ulloa & Vegas-Meléndez, 2023;
Vallé, 2021). Selain itu, kualitas Al governance sangat berkaitan dengan tata kelola data karena
ketersediaan, kualitas, integrasi, interoperabilitas, keamanan, dan akses terhadap data menjadi fondasi
penggunaan Al dalam pengambilan keputusan publik (Gil, 2024; Gutiérrez, 2023; S&ez & Jiménez, 2021;
Salvador, 2021; Sicos et al., 2024). Literatur menunjukkan bahwa Al governance berkembang pada
berbagai tingkatan, mulai dari hard law dan soft law, kerangka etika, standar teknis, hingga mekanisme
organisasi dan operasional (Alegria, 2023; Bravo, 2020; Coromina, 2024; Fernandez, 2022).

Pendekatan multilevel governance kemudian menghubungkan norma internasional, instrumen
regional, strategi nasional, dan kebijakan lokal dalam mengarahkan penggunaan Al secara bertanggung
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jawab di sektor publik (Alegria, 2023; Anguita et al., 2023; OECD/CAF, 2024; Rivera-Ulloa & Vegas-
Meléndez, 2023). Variasi kapasitas data, sumber daya manusia, infrastruktur, dan institusi antar wilayah
menunjukkan bahwa perkembangan Al governance tidak berlangsung secara seragam (Benitez &
Ruvalcaba-Gomez, 2021; Cevallos-Torres & Vegas-Meléndez, 2022; Clément, 2022; Diaz & Ospina, 2023;
Quintero-Cuero, 2023).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika Al digunakan untuk menghasilkan atau
mendukung keputusan administratif. Dalam konteks ini, algorithmic accountability diperlukan sebagai
mekanisme yang memungkinkan proses, keputusan, dan dampak sistem algoritmik dapat dijelaskan,
diperiksa, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. (Busuioc, 2020) menunjukkan bahwa penggunaan Al di
sektor publik menghadirkan tantangan akuntabilitas yang berkaitan dengan transparansi, interpretabilitas,
dan kemampuan publik untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan berbasis algoritma.
Akuntabilitas tidak cukup dibangun melalui keterbukaan informasi, tetapi membutuhkan kombinasi
explainability, audit, dokumentasi, pengawasan manusia, dan mekanisme pertanggungjawaban
kelembagaan (Dubey et al., 2024; Mora-Cantallops et al., 2024; Quinn et al., 2024; Schoenherr et al., 2023).
Algorithmic transparency memungkinkan pihak yang berkepentingan memahami bagaimana data dan
sistem berkontribusi terhadap suatu keputusan, sedangkan algorithmic auditing menyediakan mekanisme
pemeriksaan terhadap bias, diskriminasi, risiko, dan dampak sistem Al (Bell et al., 2022; Cheong, 2024;
Fritz-Morgenthal et al., 2022; Ridley, 2022).

Impact assessment juga dipandang sebagai instrumen penting untuk mengidentifikasi risiko terhadap
privasi, hak fundamental, dan kelompok rentan sebelum serta selama sistem Al digunakan (Cernazanu-
Glavan & Bulzan, 2025; Martinez, 2020; Nannini, 2024; Nannini et al., 2024; Rane et al., 2024). Pada saat
yang sama, human oversight diperlukan untuk memastikan bahwa otomatisasi tidak menghilangkan
tanggung jawab manusia dalam keputusan berisiko tinggi (Hernandez et al., 2021; Quinn et al., 2024;
Schoenherr et al., 2023). Perdebatan mengenai transparansi juga memperlihatkan adanya ketegangan antara
kebutuhan keterbukaan algoritmik dengan perlindungan kekayaan intelektual, keamanan, dan kerahasiaan
data, sehingga transparansi tidak selalu berarti membuka seluruh kode atau arsitektur sistem (Nannini,
2024; Nannini et al., 2024; Quinn et al.,, 2024). Kerangka TEFT (Transparency-Explainability-
Functionality and Tensions) menunjukkan perlunya memahami hubungan antara transparansi,
explainability, fungsi sistem, dan kepentingan lain dalam penerapan Al (Nannini, 2024). Dengan demikian,
akuntabilitas algoritmik merupakan persoalan multidimensional yang mencakup aspek teknologi, hukum,
kelembagaan, etika, dan partisipasi publik (Cortecci & Bonetti, 2024; Percy et al., 2021).

Hubungan antara Al governance dan akuntabilitas algoritmik selanjutnya berkaitan dengan
transparansi, kepercayaan publik, pengawasan, dan proses pengambilan keputusan administrasi publik.
Transparansi mengenai penggunaan Al, pemrosesan data, dan proses pengambilan keputusan dapat
berhubungan dengan kepercayaan publik apabila disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban
yang jelas (Casula & Steinebach, 2025; Ulnicane & Erkkild, 2023).

Legitimasi penggunaan Al juga dipengaruhi oleh partisipasi pemangku kepentingan, budaya
organisasi, narasi kebijakan, serta hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Bravo,
2020; Rivera-Ulloa & Vegas-Meléndez, 2023). Karena itu, pengawasan formal melalui regulator, audit
independen, dan kerangka kepatuhan perlu dipertimbangkan bersama pengawasan informal melalui
partisipasi warga dan kontrol publik (Busuioc, 2020; Cheong, 2024; Laux, 2024). Pada tingkat
implementasi, audit trails, dokumentasi, audit independen, mekanisme redress, dan pembagian tanggung
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jawab antara penyedia teknologi, operator, serta pembuat kebijakan menjadi bagian dari infrastruktur
akuntabilitas (Busuioc, 2020; Quinn et al., 2024; Urquhart et al., 2022).

Meskipun literatur mengenai Al governance dan akuntabilitas algoritmik berkembang pesat, bidang
penelitian tersebut masih menunjukkan keragaman konseptual dan tematik. Studi studi terdahulu membahas
regulasi, transparansi, etika, data governance, human oversight, audit algoritmik, kepercayaan publik, serta
kapasitas institusional, tetapi hubungan antartema dan perkembangan struktur pengetahuannya belum
selalu terlihat secara sistematis.

Variasi pendekatan regulasi, kapasitas institusional, infrastruktur data, dan konteks sosial politik
antarnegara juga dapat menghasilkan bentuk governance dan mekanisme akuntabilitas yang berbeda
(Anguita et al., 2023; Diaz & Ospina, 2023; Moreira-Arteaga & Bermeo-Valencia, 2023). Kondisi tersebut
menunjukkan perlunya memandang Al governance dan algorithmic accountability sebagai ekosistem yang
mencakup regulasi, data, teknologi, organisasi, pengawasan, dan partisipasi publik, bukan sebagai dua
konsep yang berdiri sendiri (Gutiérrez, 2023; Romero, 2020; Séez & Jiménez, 2021; Salvador, 2021).
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan membangun governance yang adaptif melalui sandbox,
eksperimen regulasi, dan pembelajaran kebijakan untuk merespons perubahan teknologi (Ferreira, 2023;
Mufioz, 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1)
bagaimana perkembangan publikasi penelitian mengenai Al governance dan algorithmic accountability
dalam administrasi publik, (2) apa saja tema, istilah, dan hubungan konseptual utama yang membentuk
bidang penelitian tersebut, dan (3) bagaimana arah perkembangan serta kesenjangan penelitian mengenai
hubungan Al governance dan algorithmic accountability dalam administrasi publik? Penelitian ini
bertujuan memetakan perkembangan dan struktur pengetahuan bidang tersebut melalui analisis
bibliometrik terhadap publikasi yang teridentifikasi dalam database Dimensions.

Pendekatan bibliometrik digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan volume publikasi, pola
keterkaitan istilah, struktur konseptual, dinamika temporal, serta area penelitian yang masih memerlukan
pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan pertumbuhan
jumlah publikasi, tetapi juga memberikan pemetaan empiris mengenai bagaimana Al governance dan
algorithmic accountability berkembang dan saling terhubung dalam kajian administrasi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain bibliometrik deskriptif untuk memetakan perkembangan dan
struktur pengetahuan mengenai tata kelola Al dan akuntabilitas algoritmik dalam administrasi publik. Data
diperoleh melalui penelusuran di Dimensions menggunakan Boolean query yang dijelaskan berikut ini;
metadata bibliografis diekspor pada 15 September 2026. Boolean query yang digunakan adalah ("Al
governance” OR "artificial intelligence governance") AND (*“algorithmic accountability” OR "algorithmic
transparency” OR "algorithmic auditing”) AND ("public administration” OR "public sector" OR
government). Pencarian menghasilkan 6.088 publikasi pada periode 2017-2026. Metadata yang dianalisis
mencakup tahun publikasi, penulis, afiliasi/organisasi, negara, dan informasi teks bibliografis.

Analisis dilakukan menggunakan VVOSviewer untuk distribusi publikasi tahunan, peta co-occurrence
istilah dari teks judul dan abstrak, visualisasi network dan density, overlay visualization, serta co-authorship
pada tingkat penulis, organisasi, dan negara. Untuk peta berbasis teks, istilah diekstraksi dari bidang judul
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dan abstrak; label abstrak terstruktur dan pernyataan hak cipta diabaikan. Dari 49.169 istilah yang
teridentifikasi, ambang minimum 30 kemunculan menghasilkan 483 istilah yang memenuhi ambang.
Selanjutnya, 290 istilah dipilih berdasarkan skor relevansi, mengikuti pilihan 60% istilah paling relevan
yang disediakan VOSviewer. Peta istilah menggunakan binary counting. Pengaturan ini berarti keberadaan
istilah dalam dokumen dihitung secara biner, bukan berdasarkan pengulangan istilah dalam dokumen yang
sama. Untuk peta co-authorship, metode penghitungan yang dipilih adalah full counting.

Pada analisis penulis digunakan ambang minimum 3 dokumen dan O sitasi, 213 dari 5.873 penulis
memenuhi ambang. Dokumen yang melibatkan lebih dari 25 penulis dikecualikan dari analisis ini, dan opsi
pengubahan nama depan penulis menjadi inisial tidak diaktifkan. Pada analisis organisasi digunakan
ambang minimum 3 dokumen dan O sitasi, 316 dari 2.339 organisasi memenuhi ambang. Pada analisis
negara digunakan ambang minimum 14 dokumen dan O sitasi, 37 dari 112 negara memenuhi ambang.

Untuk analisis organisasi dan negara, dokumen yang melibatkan lebih dari 25 organisasi atau negara
dikecualikan sesuai unit analisis. Tahun 2026 diperlakukan sebagai tahun parsial karena data diambil pada
15 September 2026. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang teridentifikasi melalui Boolean query, terbit
pada 2017-2026, dan berkaitan dengan tata kelola Al, akuntabilitas/transparansi/audit algoritmik, serta
administrasi publik, sektor publik, atau pemerintahan. Rekaman duplikat yang teridentifikasi, rekaman
dengan metadata tidak memadai untuk analisis tertentu, dan rekaman yang tidak sesuai dengan irisan topik
berdasarkan metadata tidak digunakan pada analisis terkait. Jumlah 6.088 merujuk pada hasil pencarian
Dimensions yang menjadi korpus awal, bukan klaim bahwa seluruh rekaman telah lolos penilaian teks
lengkap. Interpretasi dibatasi pada pola bibliografis dan hubungan yang terlihat dalam dataset, visualisasi
tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung kualitas penelitian atau dampak kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Bibliometrik
1) Perkembangan Publikasi Berdasarkan Tahun
Dataset penelitian terdiri atas 6.088 publikasi yang diperoleh melalui pencarian Dimensions dengan
tiga kelompok kriteria, yaitu Al governance atau artificial intelligence governance; algorithmic
accountability, algorithmic transparency, atau algorithmic auditing; serta public administration, public
sector, atau government. Distribusi publikasi yang ditampilkan dalam grafik mencakup periode 2017-2026.
Pada 2017 terdapat 3 publikasi, kemudian 7 publikasi pada 2018 dan 29 publikasi pada 2019. Tahun
2020 mencatat 68 publikasi, sedangkan 2021 mencatat 153 publikasi dan 2022 sebanyak 187 publikasi.
Pada 2023 terdapat 327 publikasi dan 2024 sebanyak 586 publikasi. Jumlah publikasi meningkat menjadi
1.927 pada 2025 dan 2.801 pada 2026. Seluruh distribusi tersebut berjumlah 6.088 publikasi sesuai dengan
jumlah dokumen dalam dataset. Angka 2026 perlu dibaca sesuai cakupan dataset pada saat pengambilan
data karena tahun tersebut merupakan tahun berjalan.
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Gambar 1. Perkembangan Publikasi
(Sumber: Diolah Peneliti, 2026)

2) Jaringan dan Klaster Kata Kunci
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Gambar 2. Network Visualization
(Sumber: Diolah Peneliti, 2026)

Peta network visualization memperlihatkan sejumlah istilah yang saling terhubung dalam beberapa
kelompok jaringan. Istilah yang terlihat antara lain public administration, public sector, citizen, public
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value, democracy, algorithmic decision, algorithmic accountability, human oversight, Al policy, law,
human right, fundamental right, regulation, enforcement, jurisdiction, European Union, United States, Al
regulation, auditing, algorithmic bias, machine learning, privacy, data privacy, Al ethic, ethics, ethical
consideration, ethical standard, collaboration, practitioner, interview, survey, perception, understanding,
public trust, inclusion, society, dan XAl. Kelompok jaringan bagian atas memuat public administration,
public sector, citizen, public value, democracy, dan public trust. Kelompok bagian kanan memuat
algorithmic accountability, human oversight, law, regulation, enforcement, jurisdiction, human right, dan
fundamental right. Kelompok bagian bawah memuat auditing, algorithmic bias, machine learning, privacy,
data privacy, Al ethic, ethics, dan ethical standard. Kelompok bagian kiri memuat perception, survey,
understanding, interview, practitioner, collaboration, dan inclusion. Garis penghubung antarkelompok
menunjukkan adanya Kketerkaitan antar istilah dalam dataset. Salah satu hubungan yang terlihat
menghubungkan algorithmic accountability dengan public administration, human oversight, regulation,
auditing, dan public trust. Dengan demikian, hasil network visualization menunjukkan struktur
keterhubungan istilah yang menjadi dasar pembacaan tema penelitian.

3) Visualisasi Kepadatan Kata Kunci

“  NOSviews!

Gambar 3. Density Visualization
(Sumber: Diolah Peneliti, 2026)

Visualisasi density memperlihatkan variasi konsentrasi kemunculan istilah dalam dataset. Area
dengan intensitas lebih tinggi terlihat di sekitar public administration, public sector, dan citizen pada bagian
atas peta. Intensitas yang relatif tinggi juga terlihat pada algorithmic accountability, law, dan regulation di
bagian tengah hingga kanan. Pada bagian tengah kiri, konsentrasi terlihat di sekitar understanding, public
trust, perception, dan collaboration. Bagian bawah Kiri menunjukkan konsentrasi di sekitar machine
learning, algorithmic bias, ethical consideration, dan data privacy. Area tengah bawah juga
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memperlihatkan kepadatan di sekitar auditing, privacy, dan ethics. Istilah human oversight, Al policy, XAl,
society, dan regulator berada pada area dengan intensitas yang bervariasi. Sebaliknya, public value,
actionable insight, global south, dan ethical standard terlihat pada area dengan kepadatan yang relatif lebih
rendah. Pola tersebut merupakan distribusi visual konsentrasi kemunculan item dan tidak digunakan sebagai
ukuran kualitas atau dampak ilmiah tema.

4) Tren Perkembangan Kata Kunci
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Gambar 4. Overlay Visualization
(Sumber: Diolah Peneliti, 2026)

Visualisasi overlay menggunakan skala warna tahun dengan rentang sekitar 2024,4 hingga 2025,4.
Warna yang lebih mendekati biru menunjukkan nilai tahun yang relatif lebih awal, sedangkan warna yang
mendekati kuning menunjukkan nilai tahun yang relatif lebih akhir pada skala visualisasi. Istilah public
administration, public sector, citizen, perception, survey, inclusion, understanding, dan public trust terlihat
dengan variasi warna. Istilah algorithmic accountability, human oversight, Al policy, auditing, algorithmic
bias, dan regulation juga muncul dalam jaringan dengan variasi warna temporal. Istilah law, human right,
fundamental right, European Union, United States, dan Al regulation terlihat pada sisi kanan jaringan,
sedangkan machine learning, privacy, data privacy, Al ethic, ethics, dan ethical standard berada pada
bagian bawah. Garis antar istilah memperlihatkan hubungan item yang memiliki posisi temporal berbeda
dalam peta. Skala legenda mencakup 2024,4; 2024,6; 2024,8; 2025,0; 2025,2; dan 2025,4. Oleh karena itu,
overlay digunakan untuk menggambarkan distribusi temporal istilah yang muncul dalam dataset, bukan
untuk menyimpulkan perkembangan seluruh periode 2017-2026 secara langsung.
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5) Jaringan Co-Authorship Penulis
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Gambar 5. Co-authorship author
(Sumber: Diolah Penulis, 2026)

Jaringan co-authorship penulis memperlihatkan beberapa kelompok penulis yang terhubung melalui
garis kolaborasi. Nama yang terlihat pada jaringan antara lain Guha, Shion; Ahmed, Syed Ishtiaque; Moon,
Erina Seh-Young; Heidari, Hoda; Kawakami, Anna; Eslami, Motahare; Kumar, Deepak; Dotan, Ravit;
Metcalf, Jacob; Raj, Inoluwa; Steed, Ryan; Ojewale, Victor; Zhang, Andy K.; Ho, Daniel E.; Shen, Judy
Hanwen; dan Alanoca, Sacha. Kelompok di sisi kiri mencakup Guha, Ahmed, Moon, serta beberapa penulis
lain yang berada dalam jaringan warna yang sama. Kelompok bagian tengah memperlihatkan
keterhubungan antara Eslami, Kumar, Heidari, Kawakami, Dotan, Metcalf, Raj, Steed, dan Ojewale.
Kelompok di sisi kanan memperlihatkan hubungan antara Zhang, Ho, Shen, dan Alanoca. Ukuran node
berbeda antara satu penulis dan penulis lainnya. Garis antarnode menunjukkan hubungan ko-authorship
yang divisualisasikan oleh VOSviewer. Warna node menunjukkan kelompok jaringan yang berbeda dalam
peta co-authorship. Peta tersebut menyajikan struktur hubungan penulis berdasarkan dokumen yang masuk
dalam dataset penelitian.

6) Jaringan Co-Authorship Antarnegara
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Gambar 6. Co-authorship Countries
(Sumber: Diolah Penulis, 2026)
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Peta co-authorship antarnegara memperlihatkan jaringan yang melibatkan sejumlah negara pada
dataset penelitian. Negara yang terlihat antara lain United States, China, Italy, Netherlands, Sweden,
Switzerland, Norway, Finland, Ireland, Brazil, Portugal, Poland, Canada, South Africa, New Zealand,
Indonesia, Thailand, Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Qatar, Iran, Ghana, Russia, Mexico, Taiwan, dan
Chile. United States dan China terlihat sebagai node berukuran besar pada jaringan. Negara-negara Eropa
seperti Italy, Netherlands, Sweden, Switzerland, Norway, Finland, Ireland, Portugal, Poland, dan lainnya
berada dalam jaringan yang saling terhubung. Indonesia terlihat terhubung dengan negara-negara lain pada
bagian kiri jaringan, sedangkan Mexico berada lebih jauh di sisi kanan dengan garis yang
menghubungkannya ke jaringan utama. Canada, South Africa, New Zealand, Nigeria, Ghana, Iran, Qatar,
dan Russia juga terlihat sebagai node dalam jaringan. Garis yang menghubungkan negara menunjukkan
hubungan co-authorship antarnegara. Warna node membentuk beberapa kelompok jaringan negara. Peta
tersebut menggambarkan struktur kolaborasi internasional berdasarkan publikasi dalam dataset 6.088
dokumen.

7) Jaringan Co-Authorship Organisasi
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Gambar 7. Co-authorship Organization
(Sumber: Diolah Penulis, 2026)

Peta organisasi memperlihatkan sejumlah institusi yang terhubung melalui jaringan co-authorship.
Organisasi yang terlihat antara lain University of Oxford, The Pennsylvania State University, Tsinghua
University, University of South Africa, University of Bristol, Cardiff University, University of Amsterdam,
ETH Zurich, University of Brasilia, Fulbright Commission, Symbiosis International, Lovely Professional
University, Zayed University, Bennett University, dan State University of Semarang. University of Oxford
tampak sebagai node berukuran besar di bagian tengah jaringan. The Pennsylvania State University dan
Tsinghua University juga terlinat berada dekat dengan jaringan pusat. University of South Africa,
University of Bristol, dan Cardiff University berada pada bagian kanan jaringan. University of Amsterdam
dan ETH Zurich berada di sekitar bagian tengah-bawah. Bennett University dan State University of
Semarang terlihat pada sisi kiri atas, sedangkan Lovely Professional University dan Zayed University
terlihat pada sisi kanan. Garis yang menghubungkan organisasi menunjukkan hubungan co-authorship yang
terdapat dalam jaringan publikasi.
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PEMBAHASAN
1) Perkembangan Kajian Al Governance dan Algorithmic Accountability

RQ1: Bagaimana perkembangan publikasi penelitian mengenai Al governance dan algorithmic
accountability dalam administrasi publik? Hasil bibliometrik terhadap 6.088 publikasi menunjukkan
peningkatan jumlah publikasi sepanjang 2017-2026, dengan jumlah terbesar tercatat pada 2025 dan 2026.
Pola tersebut menunjukkan pertumbuhan volume penelitian yang kuat dalam korpus yang dianalisis.
Temuan ini sejalan dengan (Wang et al., 2026), yang membahas semakin luasnya perhatian terhadap Al
dalam administrasi publik serta kaitannya dengan perubahan pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan
tata kelola.

Pemetaan penelitian ini memperluas gambaran tersebut dengan menunjukkan perkembangan
publikasi sekaligus struktur istilah dan jejaring kolaborasi. (Aguilar et al., 2026) juga menempatkan Al
governance dalam konteks administrasi publik dan responsible organizational value. Dengan demikian,
RQ1 dijawab melalui bukti kuantitatif mengenai pertumbuhan korpus dan semakin luasnya keterhubungan
kajian Al dengan isu-isu administrasi publik. Signifikansinya terletak pada penyediaan gambaran makro
mengenai perkembangan bidang, sedangkan kontribusinya terletak pada pemetaan yang menghubungkan
pertumbuhan publikasi dengan struktur pengetahuan yang dianalisis pada bagian berikutnya.

2) Struktur Tema dan Fokus Kajian

RQ2: Apa saja tema, istilah, dan hubungan konseptual utama yang membentuk bidang penelitian
tersebut? Network visualization memperlihatkan keterhubungan antara public administration, public
sector, citizen, public value, public trust, algorithmic accountability, human oversight, law, regulation,
auditing, algorithmic bias, privacy, data privacy, dan ethics. Struktur tersebut menunjukkan bahwa istilah
administratif, hukum, etika, teknologi, dan masyarakat muncul secara beririsan dalam jaringan. Temuan ini
dapat dibaca bersama (Laux, 2024), yang membahas human oversight, akuntabilitas, transparansi, dan
perlindungan kepentingan publik dalam tata kelola Al. (Chen et al., 2026) juga menempatkan pertanyaan
mengenai aktor yang bertanggung jawab, standar akuntabilitas, dan konsekuensi sebagai bagian penting
dari penggunaan Al sektor publik. Dalam dataset penelitian ini, algorithmic accountability terhubung
dengan human oversight, law, regulation, dan auditing, sementara public trust dan citizen berada dalam
jaringan yang sama dengan public administration dan public sector. Istilah algorithmic bias, privacy, data
privacy, dan ethics membentuk kelompok yang berkaitan dengan risiko dan pertimbangan etis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur tema bidang penelitian tidak terbatas pada teknologi,
tetapi juga mencakup institusi, hukum, hak, akuntabilitas, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Dengan demikian, RQ2 dijawab melalui pemetaan hubungan antarkelompok istilah yang memperlihatkan
karakter multidimensi bidang kajian.

3) Perkembangan Tema dan Orientasi Penelitian

RQ3: Bagaimana arah perkembangan serta kesenjangan penelitian mengenai hubungan Al
governance dan algorithmic accountability dalam administrasi publik? Overlay visualization menunjukkan
persebaran istilah pada rentang sekitar 2024,4-2025,4. Dalam peta tersebut, public administration, public
sector, algorithmic accountability, human oversight, regulation, law, privacy, Al policy, auditing, dan Al
regulation berada dalam jaringan temporal yang sama, sementara algorithmic bias, machine learning,
ethical consideration, data privacy, dan ethics juga muncul dengan variasi warna temporal. (Laux, 2024)
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menempatkan human oversight sebagai bagian penting dalam desain tata kelola Al, sedangkan (Nanni et
al., 2026) menunjukkan upaya menerjemahkan pertimbangan etika ke dalam instrumen yang dapat
digunakan administrasi publik. Hasil overlay memperlihatkan bahwa isu tata kelola, pengawasan, regulasi,
audit, privasi, dan etika hadir bersama dalam jaringan kajian yang lebih baru pada dataset. Namun, rentang
warna overlay tidak dapat diperlakukan sebagai representasi langsung seluruh perkembangan 2017-2026
karena nilai yang ditampilkan merupakan skala temporal item pada visualisasi.

Dari sisi kesenjangan, beberapa istilah seperti public value, actionable insight, global south, dan
ethical standard tampak relatif kurang padat atau kurang terhubung dalam density visualization; kondisi
ini tidak otomatis membuktikan kekosongan penelitian, tetapi menunjukkan area yang dapat ditelusuri lebih
lanjut. Literatur yang tersedia juga menunjukkan perlunya menghubungkan prinsip governance dengan
praktik implementasi, kapasitas kelembagaan, konteks yurisdiksi, dan mekanisme akuntabilitas konkret.
Dengan demikian, RQ3 dijawab melalui dua temuan, yaitu arah temporal kajian menuju isu governance
dan accountability yang semakin berlapis serta adanya ruang untuk penelitian substantif dan empiris pada
tema atau konteks yang relatif kurang terhubung.

4) Pola Kolaborasi Penulis, Organisasi, dan Negara

Jaringan co-authorship merupakan temuan pendukung yang memperlihatkan bagaimana produksi
pengetahuan dalam bidang ini terhubung pada tingkat penulis, organisasi, dan negara. Pada tingkat penulis,
jaringan memperlihatkan beberapa kelompok yang melibatkan Guha, Ahmed, Moon, Eslami, Kumar,
Heidari, Kawakami, Dotan, Metcalf, Raj, Steed, Ojewale, serta kelompok Zhang, Ho, Shen, dan Alanoca.
Pada tingkat organisasi, jaringan mencakup University of Oxford, The Pennsylvania State University,
Tsinghua University, University of South Africa, University of Bristol, Cardiff University, University of
Amsterdam, ETH Zurich, University of Brasilia, dan beberapa institusi lainnya. Pada tingkat negara,
jaringan mencakup United States, China, sejumlah negara Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika, termasuk
Indonesia. Ukuran node dan garis pada peta menunjukkan bobot serta hubungan jaringan sesuai visualisasi
VOSviewer. Pola tersebut memperlihatkan bahwa produksi pengetahuan mengenai Al governance dan
algorithmic accountability berlangsung melalui keterhubungan lintas penulis, organisasi, dan negara.

Temuan ini relevan dengan karakter bidang yang bersifat multidisipliner dan membutuhkan
pertukaran pengetahuan lintas konteks. Namun, jaringan kolaborasi tidak digunakan untuk menilai kualitas,
produktivitas relatif, atau pengaruh ilmiah suatu aktor. Karena itu, pola co-authorship diposisikan sebagai
informasi struktural yang melengkapi jawaban tiga RQ utama.

5) Implikasi dan Kontribusi Keilmuan

Temuan penelitian memberikan kontribusi keilmuan dengan menyediakan pemetaan empiris
mengenai perkembangan dan struktur pengetahuan Al governance serta algorithmic accountability dalam
administrasi publik. Kontribusi utama terletak pada penggabungan distribusi publikasi, struktur istilah,
dinamika temporal, dan jaringan kolaborasi dalam satu korpus 6.088 publikasi. Secara konseptual, hasil
pemetaan menunjukkan keterhubungan antara teknologi Al dengan regulasi, human oversight, auditing,
privacy, ethics, public trust, dan administrasi publik. Pola tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas
algoritmik dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem governance yang melibatkan dimensi teknologi,
hukum, organisasi, dan masyarakat. Temuan ini memperluas kajian terdahulu yang menempatkan human
oversight, transparansi, audit, dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam tata kelola Al.
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Secara praktis, peta bibliometrik dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan agenda penelitian
dan menelusuri tema yang relatif padat maupun kurang terhubung, tanpa menjadikan kepadatan sebagai
ukuran kualitas. Pemetaan kolaborasi juga memberikan informasi mengenai keterhubungan produksi
pengetahuan lintas negara dan institusi. Dengan demikian, kontribusi penelitian berada pada pemetaan
struktur dan dinamika bidang, bukan pada pengujian efektivitas suatu kebijakan, regulasi, atau model Al
tertentu.

6) Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca hasil.
Pertama, dataset berasal dari Dimensions sehingga publikasi yang tidak tercakup dalam basis data tersebut
tidak masuk dalam analisis. Kedua, hasil sangat bergantung pada strategi pencarian yang digunakan,
sehingga publikasi dengan terminologi berbeda dapat tidak teridentifikasi. Ketiga, metadata bibliografis
dan visualisasi VOSviewer terutama menunjukkan frekuensi serta hubungan antaritem dan tidak secara
langsung menjelaskan argumentasi substantif setiap artikel. Keempat, ukuran node, kepadatan warna, dan
posisi jaringan tidak dapat digunakan sebagai ukuran kualitas metodologis, kualitas jurnal, atau pengaruh
ilmiah suatu tema. Kelima, angka publikasi 2026 perlu dipahami berdasarkan cakupan dataset pada saat
pengambilan data karena tahun tersebut merupakan tahun berjalan. Keenam, penelitian tidak melakukan
pembacaan mendalam terhadap seluruh 6.088 artikel, sehingga hasilnya merupakan pemetaan struktur dan
perkembangan pengetahuan, bukan evaluasi kualitas metodologis setiap publikasi. Ketujuh, identifikasi
kesenjangan berdasarkan kepadatan atau posisi istilah bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi melalui
telaah substantif. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang menggabungkan
bibliometrik dengan sintesis literatur dan penelitian empiris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai Al governance dan algorithmic accountability
dalam administrasi publik mengalami pertumbuhan publikasi yang kuat sepanjang periode 2017-2026,
dengan jumlah terbesar dalam dataset tercatat pada 2025 dan 2026. Analisis terhadap 6.088 publikasi
memperlihatkan keterhubungan istilah yang mencakup public administration, public sector, algorithmic
accountability, human oversight, law, regulation, auditing, privacy, ethics, algorithmic bias, dan public
trust. Network visualization menunjukkan bahwa dimensi administratif, hukum, teknologi, etika, dan
kepentingan masyarakat hadir dalam satu struktur pengetahuan. Overlay visualization memperlihatkan
distribusi temporal istilah pada rentang sekitar 2024,4-2025,4, sedangkan co-authorship menunjukkan
keterhubungan produksi pengetahuan pada tingkat penulis, organisasi, dan negara. Temuan ini menjawab
tiga pertanyaan penelitian dengan memetakan perkembangan publikasi, struktur tema, arah temporal, dan
area yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Kontribusi penelitian terletak pada penyediaan peta empiris
berskala besar, bukan pada penilaian kualitas atau efektivitas kebijakan maupun teknologi tertentu.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama berkontribusi pada konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi,
pengumpulan dan pengolahan data bibliometrik, analisis, pengembangan kerangka penelitian, interpretasi
hasil, serta penyusunan naskah. Penulis kedua berkontribusi pada peninjauan substantif dan
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penyempurnaan naskah. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir naskah dan bertanggung jawab atas
integritas penelitian.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun
nonfinansial, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, analisis data, penyusunan, maupun
publikasi artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (Al)

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (Al) sebagai alat
bantu dalam penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan penyesuaian struktur serta format
penulisan. Al tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian.
Seluruh isi artikel, interpretasi hasil, serta tanggung jawab atas keakuratan dan integritas naskah tetap
berada pada penulis.
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